




Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam bab sebelumnya, maka 
terdapat dua kajian yang dapat disimpulkan di dalam bab ini. Kesimpulan penulis 
adalah sebagai berikut: 
1. Memperhatikan ketentuan Pasal 13 mengenai pengangkatan Duta Besar 
Republik Indonesia untuk negara lain, dapat penulis simpulkan bahwa 
sebelum maupun sesudah amandemen terdapat perbedaan di dalam penerapan 
sistem presidensial. Pertama, sebelum amandemen UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, di dalam Pasal 13 tertuang bahwa kewenangan 
mengangkat Duta Besar Republik Indonesia untuk negara lain menjadi hak 
prerogatif Presiden seutuhnya tanpa diterapkannya sistem checks and 
balances. Kedua, setelah diamandemennya UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dengan tujuan mewujudkannya sistem checks and balances 
sebagai syarat dijalankannya sistem presidensial secara murni, Pasal 13 telah 
mengamanatkan bahwa pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia untuk 
negara lain adalah hak prerogatif presiden tetapi dengan memperhatikan 
pertimbangan DPR. Berdasarkan amanat Pasal 13 setelah amandemen itu, 
peraturan perundang-undangan di bawahnya telah pula memberikan 
kewenangan kepada DPR melalui pimpinan DPR yang memberikan kepada 
komisi terkait agar melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon 
Duta Besar Republik Indonesia sebagai sarana DPR dalam menyusun 
pertimbangan atas layak atau tidaknya calon Duta Besar Republik Indonesia 
yang diusulkan oleh Presiden. Dengan dilaksanakannya mekanisme itu, maka 
terwujudlah sistem checks and balances yang disyaratkan dalam menjalankan 
sistem presidensial secara murni. 
2. Peran DPR dalam pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia untuk negara 
lain melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan menurut kajian yang 
telah dilakukan adalah perlu. Yang pertama adalah penerapan sistem checks 
and balances untuk mewujudkan sistem presidensial yang murni. Kedua, 
peran yang dilaksanakan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk negara 
lain sangatlah penting menyangkut hubungan diplomatik yang baik antara 
kedua negara, untuk itu orang yang menempati posisi duta besar tersebut 
diharapkan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.  
 
B. Saran 
Berkaitan dengan pembahasan mengenai Purifkasi Sistem Presidensial 
Dalam Pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia maka penulis memberikan 
saran sebagai berikut: 
1. Telah diterapkannya sistem checks and balances melalui uji kepatutan dan 
kelayakan di dalam pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia untuk 
negara lain antara Presiden dan DPR merupakan langkah yang baik dalam 
mewujudkan kontrol antar lembaga. Saran penulis, dengan dilakukannya uji 
kepatutan dan kelayakan yang menghasilkan pertimbangan oleh DPR kepada 
Presiden, haruslah dipertimbangkan dengan baik oleh DPR sehingga 
pertimbangan yang dihasilkan benar-benar murni dari hasil uji kepatutan dan 
kelayakan atas calon Duta Besar Republik Indonesia untuk negara lain yang 
diusulkan oleh Presiden. Jadi pertimbangan yang dihasilkan oleh DPR 
bukanlah formalitas belaka saja, melainkan dapat memberikan sumbangan 
pertimbangan yang berkualitas yang tepat bagi Presiden di dalam mengangkat 
Duta Besar Republik Indonesia untu negara lain. 
2. Dengan melalui uji kepatutan dan kelayakan di dalam pengangkatan Duta 
Besar Republik Indonesia untuk negara lain, duta besar yang diangkat oleh 
Presiden harus orang kompeten sebagai wakil Republik Indonesia di negara 
lain. Karena telah melalui tahapan uji kepatutan dan kelayakan, sehingga 
harus dilakukan tidak hanya sebagai formalitas belaka, sehingga peran DPR 
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